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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa
Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam
dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Negara memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status
pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara
Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, perlu dilakukan  pengaturan tentang  Administrasi
Kependudukan.?

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia didunia ini
berlainan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kepada
makhluk yang paling sempurna inilah, Allah telah karuniai alamiah untuk
saling mengenal, saling tertarik, dan saling mengasihi serta menyayangi
satu dengan yang lainnya dengan tujuan menciptakan suatu keluarga yang

bahagia , sejahtera serta abadi dalam ikatan perkawinan. Karena manusia

!Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Konsideran, huruf (a).
?Ibid, huruf (b).



adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas
hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat
mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.’

Pernikahan pada hakekatnya adalah sesuatu yang sakral dalam ikatan
suci antara seorang pria dan wanita, bermakna ibadah kepada Allah,
mengikuti Sunnah Rasulallah dan dilaksanakan atas dasar tanggung jawab,
keikhlasan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus
diindahkan.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang sah mempunyai
akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu
suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan. Manusia
adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam lalu lintas
hukum sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat
mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Maka agar
perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapainya
keluarga yang bahagia, sejahtera dan abadi untuk itu diperlukan suatu
peraturan yang dapat mengatur perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

3Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga,
(Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004), hal. 3.



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.*

Sedangkan tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal, karena itu perkawinan harus merupakan
ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan
batin saja. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Ar-rum ayat 21
yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang
demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang
berfikir”.

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi
syarat dan rukun pernikahan.

1. Syarat Pernikahan adalah:

a. Persetujuan kedua belah pihak;

b. Mahar (mas kawin);

c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan.

2. Rukun Pernikahan adalah:

a. Calon suami;

b. Calon istri;

c. Wali;

*Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Pasal 1.



d. Saksi; dan

e. ljab Kabul.

Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan
gholizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah. Ungkapan yang sangat kuat atau mitsagan gholizhan merupakan
penjelasan dari ungkapan “lkatan lahir batin” yang terdapat dalam
rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan
itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,
merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” dalam Undang-undang.

Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam
merupakan peristiwa yang penting dan oleh karena itu orang yang
melaksanakannya telah melakukan ibadah.®> Perkawinan bagi agama Islam
dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai
dengan Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum
Islam. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang
diinginkan oleh ajaran Islam. Akad nikah dilakukan untuk dipelihara
keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh
Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main- main.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang

dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang

*Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih
Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 40.



No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah
menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing
agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.® Dalam hal ini
adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,
Talak, Rujuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.’

Pencatatan  perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Nikah dari Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut Agama dan kepercayaannya itu
selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada
Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan
masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi
perselisihan atau pertengkaran diantara mereka atau salah satu tidak
bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna
mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan dan pengawasan

pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki

®Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Pasal 2.

"Resmi tidaknya suatu pernikahan, (on-line), tersedia di:
http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 21 September 2014, pukul
14.25 WIB.


http://www.hukumonline.com/

kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Jika perkawinan
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum maka mereka yang
melaksanakan perkawinan tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum
atau memperoleh haknya ketika terjadi pelanggaran atas perkawinan
mereka. Keterlibatan pegawai pencatat nikah dalam suatu perkawinan
adalah untuk mewujudkan tujuan hukum vyaitu terwujudnya Ketertiban,
kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang
perkawinan.®

Bagaimanapun juga pencatatan perkawinan itu sangat besar
maslahatnya bagi umat manusia, lebih lebih di era globalisasi seperti
sekarang ini. Adapun oknum-oknum yang tidak mencatat perkawinannya
karena mungkin perkawinan yang dilakukan bermasalah, misalnya
melaksanakan nikah mut’ah, kawin sirri atau melakukan poligami liar dan
sebagainya, pasangan tersebut tidak mempunyai akta perkawinan yang sah
untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang
sudah dilakukan yang lebih dikenal dengan istilah Itshat nikah. °

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah,
yang masing-masing suami istri mempunyai salinannya. Namun dalam
prakteknya, tak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih sering

terjadi perkawinan yang dilakukan secara illegal yang sering juga disebut

®Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), hal. 268.

®Yayan Sofyan, ltsbat Nikah bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat Setelah
Diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan ,(Jakarta: Ahkam 1V, 2002), hal. 7.



dengan “perkawinan dibawah tangan” karena tidak dicatat secara resmi
oleh pegawai pencatat nikah.'°

Perkawinan telah cukup dan memenuhi, apabila syarat dan rukunnya
menurut ketentuan figh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta
nikah kondisi semacam ini dipraktekan sebagian masyarakat dengan
menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas pegawai
pencatat nikah (PP3N) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu belum
lagi apabila ada oknum yang memanfaatkan “peluang” ini untuk mencari
keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang
merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin
istri pertama, atau tanpa izin dari Pengadilan Agama kenyataan semacam
ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Ajaran Islam melembagakan asas publisitas itu dengan perintah untuk
meresmikan suatu perkawinan, dalam suatu hajatan/syukuran yang dihadiri
oleh masyarakat disekitarnya. Dengan demikian tidak ada istilah kawin
sirri dalam konsep Islam, tetapi pencatatan perkawinan pada masa lalu
dirujuk kepada Al-Quran al-Karim yang memerintahkan untuk mencatat
suatu transaksi yang dilakukan dengan tidak tunai harus dicatat dan

transaksi itu harus pula disaksikan oleh dua laki-laki yang adil sebagai

yayan Sofyan, ltsbat nikah bagi Perkawinan, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo,
2002), hal. 69.



saksi. (Q.S Al-Bagarah, 2:282), yang merupakan perintah terhadap
pencatatan semua perikatan.**

Amin Summa mengemukakan, bahwa benar ayat diatas diturunkan
dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan
khususnya yang dilakukan dalam bentuk perkreditan/hutang piutang
(mudayanah), namun tidak hambatan apapun untuk menerapkan aktivitas
administratif (catat-mencatat) ini dalam transaksi-transaksi lainnya.
Termasuk didalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian
banyak jenis hukum perikatan.*?

Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan,
nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam
sebuah peraturan. Nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2)
UU No.1 Tahun 1974 yakni tidak mencatatkan perkawinan mereka.
Dengan demikian bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan
dianggap tidak sah di mata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah
sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan.

Akta nikah itu sangat bermanfaat dan untuk maslahat bagi diri dan
keluarganya (istri dan anak), dan untuk menolak dan menghindari adanya
pengingkaran atas perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan itu
berupa harta bersama dan hak-hak perkawinan. Orang tua tidak bisa

membuat akta kelahiran anaknya jika tanpa ada akta nikah dari orang tua,

" Amir Syarifudin, op cit, hal. 43.
2Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005, hal. 188.



juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa ada akta kelahiran dari anak

tersebut.™
Namun, Bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan

sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di dalam

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pasal 7 ayat (2) : ”Dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat

Nikahnya di Pengadilan Agama”; dan pada ayat (3) : Itshat Nikah dapat

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan

dengan:*

a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya akta nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
dan

d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.
Sepintas rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat melegakan

hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami,

karena walaupun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah
tapi dapat diajukan itsbahnya ke Pengadilan Agama guna mendapatkan

penetapan dari Pengadilan Agama.

“Victor, Cormentya, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1991), hal. 9.
“Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.



Dengan adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah
seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI, menyiratkan sebuah prinsip bahwa
secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi mengakui
keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan
alasan-alasan yang tercantum dalam rincian pasal 7 ayat (3) nikah itu dapat
diitsbatkan alias diakui secara administratif. Rumusan pasal 7 ayat (3)
huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan
supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua
yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama
ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktek nikah di bawah
tangan atau nikah sirri kemudian baru di itsbatkan ke Pengadilan Agama
untuk mendapatkan penetapan.

Kehati-hatian hakim dalam mengambil sikap terhadap penetapan
permohonan itsbat nikah sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya
mengantisipasi dalam pengajuan permohonan itsbat nikah atas pernikahan
dibawah tangan atau praktek poligami liar diluar ketentuan yang
dibenarkan. Selain itu juga hakim perlu mempertimbangkan ketertiban
dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2
ayat (2) UU perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia.
Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam

penetapan permohonan itsbat nikah.
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Dengan latar belakang diatas, maka penulis akan mengkajinya dalam
sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH (STUDI KASUS PENETAPAN ITSBAH NIKAH NOMOR

PERKARA : 10/Pdt.P/2007/PA.JS).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang

akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa perkawinan yang belum dicatatkan wajib dilaksanakan ltsbat
Nikah ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan
Itshat Nikah ?

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai perkawinan yang dicatatkan ?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya penelitian skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi
tugas akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas
YARSI juga didorong oleh beberapa tujuan yang berkaitan dengan isi
pembahasan di dalamnya, antara lain:
1. Untuk mengetahui sebab-sebab diajukannya Itsbat Nikah ke Pengadilan

Agama.

2. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan yang dilakukan di luar

Undang-undang menurut hukum formal.
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. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penetapan permohonan
itsbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan dalam pandangan Hukum

Islam.

. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

. Secara akademik

Skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang
hukum perdata serta mengembangkan ilmu di bidang syariah,
khususnya dalam bidang perkawinan.

. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
ilmu Hukum Islam terutama mengenai permasalahan Itsbat nikah.

. Secara praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbagan pemikiran bagi
mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui masalah
hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam masalah itsbat

nikah.

. Kerangka Konseptual

. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa."

2. Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan
dengan mengabaikan syarat dan prosedur Undang-undang, dapat
terjadi dan dilakukan tidak didepan Kantor Urusan Agama, tetapi
dilaksanakan didepan pemuka agama.*®

3. Itsbat Nikah adalah penetapan oleh pengadilan agama atas ikatan atau
akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri, tetapi tidak

mempunyai akta nikah.*’

F. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis adalah menggunakan
literatur hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang
pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.*®
b. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder

dan tersier. Untuk tahap awal penelitian, peneliti akan menggunakan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Pasal 1.

®\Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya, cet 2,
(Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hal. 102.

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

®Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
(Ul-Press), 2012), hal. 51.

13



data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang digunakan

diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan

hukum yang terdiri dari :*°

a)

b)

Bahan Hukum Primer

Berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20009,
32 tahun 2007 Undang-undang Nomor dan contoh kasus
permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan
membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan yang
menyangkut buku-buku tentang perkawinan, buku-buku tentang
kedudukan anak di dalam keluarga, buku-buku tentang itsbat nikah,

hasil makalah, karya kalangan hukum, dan internet.

¥1bid, hal.52.
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¢) Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus
hukum.
c. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu
teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau
mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan
kalimat-kalimat, selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil

suatu kesimpulan.?

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika dalam penulisan ini, penulis membagi pembahasan
menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub bagian. Adapun
sistematika penulisan diraikan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang berisi latar
belakang, rumusan  masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka
konseptual, = metode  penelitian, dan

sistematika penulisan.

Dbid, hal. 52.
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Bab Il

Bab 111

Bab IV

Bab V

Di dalam bab ini berisi teori-teori tentang
perkawinan, pengertian pernikahan sirri,
dampak daripada pernikahan sirri, pengertian
itsbat nikah, lembaga itsbat nikah yang
meliputi pasal-pasal mengenai itsbat nikah.
Data ini penting sebagai landasan dalam
menganalisa hasil penelitian yang

merupakan bahan penulisan skripsi .

Membahas masalah tentang itshat nikah, Bab
ini merupakan bab yang menggambarkan
perkara nomor: 10/Pdt.P/2007/PA.JS, isi
putusan, analisis pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, status
nikah sirri setelah dilaksanakannya itshat

nikah.

Bab ini memberikan penjelasan materi dari

segi Hukum Islam yaitu dari Al-Qur’an,

Hadits, dan Ijtihad Ulama Fikih.

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari

skripsi ini.
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